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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai berbagai tantangan yang dihadapi dalam 

memberikan perlindungan hukum kepada istri korban KDRT. Penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

untuk istri korban KDRT menurut Undang-Undang tersebut dilakukan melalui dua pendekatan: 

preventif dan represif. Untuk mencegah terjadinya KDRT, langkah-langkah preventif yang bisa 

diambil meliputi memperkuat hubungan sosial, memahami nilai budaya lokal, menerapkan 

ajaran agama, dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Sementara itu, perlindungan 

hukum secara represif dilakukan dengan memberikan perlindungan sementara dan 

perlindungan yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan. Penelitian juga mengungkapkan 

bahwa terdapat kendala dalam perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Kendala tersebut 

meliputi ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan 

pendampingan yang memadai. Korban sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses 

perlindungan dan bantuan hukum karena keterbatasan infrastruktur serta kurangnya fasilitas 

yang memadai untuk unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. 

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT, Resiliensi 
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ABSTRACT 

This research aims to explore and analyze legal protection for wives who are victims of 

domestic violence (KDRT) based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of 

Domestic Violence. Apart from that, this research also aims to assess the various challenges 

faced in providing legal protection to the wives of domestic violence victims. This research is 

included in the category of normative legal research. The research results show that legal 

protection for wives of domestic violence victims according to the law is carried out through 

two approaches: preventive and repressive. To prevent domestic violence, preventive steps 

that can be taken include strengthening social relations, understanding local cultural values, 

implementing religious teachings, and improving the family's economic conditions. 

Meanwhile, repressive legal protection is carried out by providing temporary protection and 

protection determined by court decisions. Research also reveals that there are obstacles in legal 

protection for wives of domestic violence victims. These obstacles include the inability of law 

enforcement officials to provide adequate protection and assistance. Victims often experience 

difficulties in accessing legal protection and assistance due to limited infrastructure and a lack 

of adequate facilities for units handling women and children who are victims of violence. 

Keywords: Law Number 23 of 2004, Domestic Violence, Resilience 

 

PENDAHULUAN 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan atau penyiksaan 

yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya di dalam rumah. Ini 

bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, kekerasan emosional seperti 

penghinaan dan ancaman, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, atau 

kekerasan ekonomi seperti mengendalikan uang dan sumber daya. KDRT dapat menyebabkan 

dampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan dalam 

keluarga. Penanganan KDRT memerlukan dukungan hukum dan layanan untuk membantu 

korban serta mengatasi perilaku pelaku. 

Konflik antara suami istri atau antara orang tua dan anak adalah perselisihan atau 

ketidaksepakatan yang terjadi dalam hubungan keluarga. Konflik semacam ini biasanya 

melibatkan perbedaan pendapat, nilai, atau kebutuhan yang menyebabkan ketegangan atau 

perdebatan di dalam keluarga. Konflik semacam ini bisa menjadi kesempatan untuk 

pertumbuhan dan pemahaman lebih baik jika ditangani dengan komunikasi terbuka, empati, 

dan kompromi. Namun, jika tidak diatasi dengan baik, konflik bisa merusak hubungan dan 

kesejahteraan emosional semua pihak yang terlibat. Mengatasi konflik ini memerlukan upaya 

dari semua pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan dengan empati, dan 

1

1

1

1

15

15

40

50

52

53

63



mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ketika konflik ditangani dengan baik, ini bisa 

memperkuat hubungan dan memperbaiki pemahaman antara anggota keluarga. 1 

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disebut juga sebagai kekerasan domestik, 

didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam 

konteks rumah tangga atau hubungan intim. Ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan 

oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan bisa melibatkan pasangan, 

mantan pasangan, atau anggota keluarga lainnya  

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia adalah masalah serius yang 

mencakup berbagai bentuk penyiksaan atau penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan 

rumah tangga atau hubungan keluarga. KDRT di Indonesia sering kali melibatkan kekerasan 

fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, dan dapat menimpa berbagai anggota keluarga, 

terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meliputi 

kekerasan fisik (seperti memukul, menendang, atau menyakiti secara fisik), kekerasan 

emosional (seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi), kekerasan seksual (seperti 

pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual), dan kekerasan ekonomi (seperti 

mengendalikan akses terhadap sumber daya finansial). Indonesia memiliki beberapa peraturan 

dan undang-undang yang dirancang untuk menangani dan mencegah KDRT. Salah satunya 

adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. Undang-undang ini mencakup definisi KDRT, langkah-langkah perlindungan bagi 

korban, serta sanksi bagi pelaku. Meskipun ada kerangka hukum, penegakan hukum terhadap 

KDRT di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk stigma sosial, 

kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, dan kurangnya dukungan atau perlindungan 

yang memadai bagi korban. Di beberapa komunitas, norma-norma budaya atau sosial dapat 

menghalangi korban untuk melapor atau mencari bantuan. Berbagai organisasi non-pemerintah 

(LSM) dan lembaga sosial di Indonesia menyediakan dukungan dan layanan bagi korban 

KDRT, seperti tempat perlindungan, layanan konseling, dan bantuan hukum. Namun, akses ke 

layanan ini sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang KDRT sangat penting untuk mengubah sikap 

sosial dan budaya yang dapat memperburuk masalah ini. Pendidikan tentang hak-hak individu, 

pencegahan kekerasan, dan penanganan kekerasan domestik merupakan bagian dari strategi 

untuk mengurangi prevalensi KDRT.  KDRT di Indonesia adalah isu kompleks yang 

                                                            
1 Baron, A. Robert, dkk. Psikologi Sosial. (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm.47 
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memerlukan pendekatan holistik untuk melindungi korban, mencegah kekerasan, dan 

menegakkan keadilan. Penanganan yang efektif melibatkan kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan berbagai organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 

mendukung bagi semua anggota keluarga. 

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Indonesia melaporkan bahwa jumlah kasus 

kekerasan terhadap perempuan meningkat secara konsisten dan signifikan.2 Hal ini bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat kini lebih sadar akan kekerasan terhadap 

perempuan, sehingga lebih banyak kasus yang dilaporkan. Pendidikan dan kampanye 

tentang hak-hak perempuan membuat korban lebih berani untuk melapor. 

2. Perbaikan Sistem Pelaporan: Jika sistem pelaporan kekerasan menjadi lebih mudah 

diakses dan efisien, jumlah kasus yang tercatat bisa meningkat karena lebih banyak 

orang melaporkan kejadian yang mereka alami. 

3. Faktor Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat 

memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan lebih banyak kasus 

kekerasan yang terjadi dan tercatat. 

4. Stigma Berkurang: Masyarakat mungkin mulai menolak pandangan yang menganggap 

kekerasan sebagai hal yang biasa. Dengan stigma yang berkurang, lebih banyak kasus 

dilaporkan. 

5. Peningkatan Pengakuan Kekerasan: Definisi kekerasan semakin meluas, termasuk 

bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya tidak dianggap serius, seperti kekerasan 

psikologis atau ekonomi. 

6. Kurangnya Perlindungan: Jika perlindungan bagi korban tidak memadai, korban 

mungkin baru melapor setelah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang lama, 

menyebabkan lonjakan kasus yang tercatat. 

7. Stres dan Kesehatan Mental: Situasi stres, seperti pandemi atau krisis sosial, dapat 

meningkatkan kekerasan domestik, yang kemudian tercermin dalam data pelaporan. 

                                                            
2 Kompas, 8 Maret 2006, hlm. 13 
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Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan mungkin 

mencerminkan perbaikan dalam pelaporan dan kesadaran, serta kemungkinan peningkatan 

kekerasan yang terjadi. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki keunikan dan kekhasan karena 

terjadi dalam konteks hubungan dekat, seperti antara pasangan suami-istri atau orang tua dan 

anak. Hal ini membuat KDRT berbeda dari bentuk kekerasan lainnya karena melibatkan 

dinamika kekuasaan dan kontrol yang spesifik. Kekerasan ini sering kali terjadi di lingkungan 

rumah yang privat, sehingga sulit terdeteksi dan dilaporkan. Korban KDRT sering kali merasa 

terisolasi dan mungkin takut melaporkan kekerasan karena rasa malu atau karena merasa tidak 

ada dukungan. Dalam beberapa budaya, kekerasan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai 

hal yang biasa, sehingga korban merasa bahwa kekerasan adalah sesuatu yang harus diterima. 

Selain itu, korban sering kali bergantung secara ekonomi atau emosional pada pelaku, membuat 

mereka merasa terjebak dan sulit untuk meninggalkan situasi kekerasan. Pengaruh sosial dan 

budaya juga memainkan peran besar dalam bagaimana KDRT terjadi dan diterima. Penegakan 

hukum dan perlindungan bagi korban KDRT bisa rumit dan bervariasi, yang membuatnya lebih 

sulit bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan keadilan. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi antara suami dan istri berada 

dalam konteks lembaga perkawinan yang diatur oleh hukum. Di Indonesia, hubungan 

perkawinan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diatur oleh hukum sebagai 

lembaga sosial yang memiliki aturan dan norma yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. 

Ini termasuk peraturan mengenai tanggung jawab, hak asuh anak, dan aspek-aspek lainnya 

dalam kehidupan rumah tangga. KUHPer dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menetapkan dasar hukum bagi hubungan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri. 

Ketika terjadi KDRT dalam perkawinan, maka pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban 

yang diatur oleh hukum ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. UU Perkawinan 

mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, dan 

prosedur hukum terkait dengan masalah perkawinan, termasuk pemisahan atau perceraian. 

KDRT dalam konteks ini menjadi isu hukum yang memerlukan perhatian khusus, karena 

melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh 

undang-undang. Dengan kata lain, KDRT dalam hubungan suami-istri tidak hanya merupakan 

masalah personal, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang diatur dalam KUHPer dan UU 
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Perkawinan. Penanganan KDRT dalam konteks ini harus mempertimbangkan aturan hukum 

yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hak-hak dalam lembaga 

perkawinan.3 

Rumah tangga adalah unit pertama di mana individu belajar nilai-nilai dasar dan norma-

norma sosial. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai seperti 

saling menghormati, tanggung jawab, dan empati kepada anak-anak mereka. Proses ini 

membantu membentuk karakter dan perilaku sosial yang positif. umah tangga, sebagai institusi 

sosial, diharapkan menjadi tempat di mana nilai-nilai sosial ditanamkan dan interaksi yang 

hangat dan intensif terjadi antara anggotanya karena Rumah tangga menyediakan lingkungan 

yang aman dan mendukung di mana anggota keluarga dapat saling membantu dan berbagi. 

Interaksi yang hangat dan intensif memperkuat ikatan emosional dan memberikan rasa aman 

dan keterhubungan, yang penting untuk kesejahteraan psikologis dan sosial setiap anggota 

keluarga. Rumah tangga membantu membentuk identitas sosial individu melalui tradisi, 

budaya, dan praktik keluarga. Ini memberikan dasar untuk memahami dan menginternalisasi 

peran sosial, serta hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Secara keseluruhan, rumah 

tangga sebagai institusi sosial berfungsi sebagai fondasi penting dalam membentuk nilai-nilai, 

keterampilan sosial, dan identitas individu, serta menyediakan dukungan emosional yang 

diperlukan untuk perkembangan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. 

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah ketika pasangan melakukan 

berbagai bentuk kekerasan atau penganiayaan terhadap pasangannya. Ini mencakup tindakan 

yang merugikan dan menyakiti secara fisik, emosional, seksual, atau ekonomi.4 Secara spesifik, 

KDRT terjadi ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal berikut kepada pasangan lainnya: 

 Kekerasan Fisik: Meliputi tindakan seperti memukul, menendang, menampar, atau 

menggunakan benda untuk menyakiti fisik pasangan. 

 Kekerasan Emosional: Termasuk penghinaan, ancaman, manipulasi, atau perilaku yang 

merusak harga diri dan kesehatan mental pasangan. Contohnya adalah merendahkan, 

mengintimidasi, atau mengejek secara terus-menerus. 

                                                            
3 Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Ruah Tangga, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) 

Nurul Iman 162. 
4 Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 

2015), hal 2 
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 Kekerasan Seksual: Melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas 

seksual yang tidak diinginkan oleh pasangan, atau melakukan pelecehan seksual. 

 Kekerasan Ekonomi: Mengontrol atau membatasi akses pasangan terhadap sumber 

daya finansial, seperti uang, atau mengendalikan pengeluaran dan keputusan keuangan 

tanpa persetujuan pasangan. 

Tindakan KDRT merusak hubungan dan kesejahteraan emosional serta fisik pasangan, 

dan sering kali melibatkan pola kekuasaan dan kontrol yang mendalam. Penanganan dan 

pencegahan KDRT memerlukan dukungan hukum, layanan sosial, dan pemahaman masyarakat 

untuk melindungi korban dan mengatasi akar masalah. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan atau penganiayaan 

yang terjadi dalam konteks rumah tangga, biasanya antara anggota keluarga seperti pasangan 

suami-istri atau orang tua dan anak. KDRT mencakup berbagai bentuk penyiksaan yang dapat 

meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah ketika 

seseorang menyebabkan cedera atau sakit pada tubuh orang lain, misalnya dengan memukul 

atau menendang. Kekerasan emosional melibatkan perlakuan yang merusak kesejahteraan 

mental seseorang, seperti penghinaan atau ancaman. Kekerasan seksual terjadi ketika 

seseorang dipaksa atau ditekan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, 

termasuk pemerkosaan atau pelecehan.5 Kekerasan ekonomi terjadi ketika seseorang 

mengendalikan atau membatasi akses korban terhadap sumber daya finansial, sehingga korban 

menjadi tergantung secara ekonomi. KDRT sering kali melibatkan pola kekuasaan dan kontrol, 

di mana pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk mendominasi korban. Hal ini dapat 

menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban serta merusak hubungan 

dalam keluarga. Penanganan KDRT memerlukan dukungan dari sistem hukum dan layanan 

sosial untuk melindungi korban dan mengatasi perilaku pelaku.6 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia dibentuk dengan landasan filosofis, yuridis, dan 

                                                            
5 Eneng Daryanti dan Lina Marlina, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, 

(Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), hal 41 

6 Febri Endra Budi Setyawan, Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan 

Holistik Komprehensif), (Malang: Zifatama Jawara, 2019), hal 302. 
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sosiologis yang memberikan dasar kuat bagi pembuatan dan penerapan undang-undang 

tersebut. 

Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari 

undang-undang ini. Ini melibatkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup 

tanpa kekerasan dan bahwa keluarga harus menjadi lingkungan yang aman dan penuh kasih. 

Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua 

anggota keluarga, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Landasan yuridis berarti bahwa undang-undang ini didasarkan pada hukum dan 

peraturan yang ada, serta mengacu pada prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. 

Undang-undang ini dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sebelumnya dan 

untuk memperkuat sistem hukum dalam melindungi korban kekerasan domestik. Ini juga 

mencakup penerapan standar hukum yang sesuai dengan konstitusi dan perjanjian internasional 

yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 

Landasan sosiologis berhubungan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat 

yang mendorong pembentukan undang-undang ini. Ini mencakup pemahaman tentang realitas 

sosial di mana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan bagaimana hal tersebut 

mempengaruhi masyarakat. Undang-undang ini diharapkan dapat menangani masalah-masalah 

sosial yang timbul akibat kekerasan domestik dan memberikan solusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota keluarga di seluruh masyarakat. 

Secara keseluruhan, ketiga landasan ini memberikan dasar yang kuat untuk 

pembentukan dan implementasi Undang-Undang PKDRT, dengan tujuan menciptakan 

lingkungan yang aman dan adil bagi semua anggota keluarga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk untuk melindungi wanita karena mereka sering kali 

menjadi korban utama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan 

perlindungan hukum kepada wanita yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, atau 

ekonomi di lingkungan rumah tangga. Dengan undang-undang ini, wanita diharapkan bisa 

lebih berani melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan serta 

dukungan yang dibutuhkan. Undang-undang ini menyediakan mekanisme untuk melindungi 

korban, termasuk langkah-langkah perlindungan hukum, tempat perlindungan, dan layanan 
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konseling Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan untuk 

memastikan mereka dihukum dan korban mendapatkan keadilan. Tujuan akhir dari undang-

undang ini adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan adil bagi semua 

anggota keluarga, dengan fokus khusus pada melindungi wanita yang sering menjadi korban 

kekerasan. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan 

sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau 

ekonomi terhadap anggota keluarga. Ini mencakup berbagai jenis kekerasan, tidak hanya yang 

bersifat fisik seperti pemukulan, tetapi juga tindakan yang menimbulkan penderitaan 

emosional, manipulasi seksual, atau pengendalian ekonomi. Definisi ini menunjukkan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang merugikan anggota keluarga 

dalam berbagai bentuk, serta berlaku di dalam lingkungan keluarga, seperti antara pasangan 

suami-istri atau antara orang tua dan anak.7 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik. 

Maksud dari ini adalah bahwa KDRT mencakup semua bentuk tindakan yang menimbulkan 

kerugian atau rasa sakit pada tubuh seseorang dalam konteks rumah tangga. Ini bisa termasuk 

memukul, menendang, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera atau rasa sakit.8 

Definisi ini menegaskan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan yang terjadi di luar 

rumah, tetapi juga semua bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga yang 

berdampak secara langsung pada kesejahteraan fisik anggota keluarga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan 

yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan bagi anggota keluarga dalam berbagai 

bentuk. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, 

                                                            
7 Abdul Haq Syawqi, Hukum Isslam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,Pascasarjana UIN 

Malang, Vol. 7, No. 1, juni 2015, hlm.69 

8 Saptosih Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia 

(HAM), (Sleman: Deepublish, 2020), hal 4 
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tindakan tersebut harus menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan fisik, 

psikologis, seksual, atau ekonomi korban. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti memukul 

atau menendang yang menimbulkan rasa sakit atau cedera. Kekerasan seksual mencakup 

pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan psikologis 

mencakup perilaku yang merusak kesehatan mental, seperti penghinaan atau ancaman. 

Kekerasan ekonomi melibatkan pengendalian atau pembatasan akses terhadap sumber daya 

finansial yang menyebabkan ketergantungan. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi semua 

anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan ini, dan hanya mengakui tindakan yang 

menyebabkan penderitaan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, undang-

undang ini memberikan perlindungan menyeluruh dalam lingkungan keluarga, mencakup 

semua jenis kekerasan yang dapat terjadi. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

hukum normatif, yang memandang hukum sebagai norma atau aturan yang seharusnya diikuti. 

Metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dengan cara memfokuskan pada norma-

norma hukum yang ada dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan. Dalam metode ini: 

 Kualitatif: Penelitian dilakukan dengan cara yang mendalam dan komprehensif, sering 

kali melalui analisis teks, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah untuk 

memahami makna, prinsip, dan konteks hukum dari sudut pandang yang lebih luas dan 

mendetail. 

 Pendekatan Hukum Normatif: Fokus pada hukum sebagai norma atau aturan yang harus 

diikuti (das sollen). Ini berarti bahwa penelitian ini menilai dan menganalisis aturan 

hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum, 

serta bagaimana aturan-aturan ini harus diterapkan dalam praktek. 

Pendekatan ini fokus pada analisis berbagai peraturan hukum, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis, untuk mengkaji persoalan hukum yang diteliti. Sumber data utama 

dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum tertulis, dan 

materi audiovisual yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan akan 

dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkode data, melakukan reduksi data, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Secara keseluruhan, metode ini bertujuan 
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untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas, serta 

memahami bagaimana peraturan hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks sosial atau 

masalah hukum tertentu. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu serius yang berdampak besar pada 

kesejahteraan individu dan integritas keluarga. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi 

salah satu payung hukum utama dalam perlindungan korban kekerasan domestik. Undang-

undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban, terutama istri, dari 

berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Essay ini akan 

membahas bagaimana UU PKDRT melindungi istri korban KDRT serta tantangan dan 

rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. 

Dasar Hukum dan Definisi Perlindungan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau 

ekonomi terhadap anggota keluarga. Perlindungan hukum di bawah UU PKDRT mencakup 

berbagai aspek yang ditujukan untuk mengatasi dan mencegah kekerasan. Definisi ini sangat 

penting karena mencakup semua bentuk kekerasan, baik yang terlihat secara fisik maupun yang 

tidak tampak secara langsung, seperti kekerasan emosional atau ekonomi. 

Mekanisme Perlindungan dalam UU PKDRT 

UU PKDRT menyediakan beberapa mekanisme perlindungan yang dirancang untuk 

melindungi istri korban KDRT: 

1. Perintah Perlindungan: Salah satu fitur utama UU PKDRT adalah ketentuan mengenai 

perintah perlindungan. Korban dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan 

untuk mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban 
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atau melakukan kekerasan lebih lanjut. Perintah ini bertujuan untuk menciptakan jarak 

fisik dan psikologis antara korban dan pelaku. 

2. Tempat Perlindungan: Undang-undang ini juga menyediakan fasilitas tempat 

perlindungan bagi korban. Rumah aman atau tempat perlindungan ini memberikan 

tempat tinggal sementara bagi korban agar mereka dapat berada jauh dari pelaku dan 

merasa aman selama proses hukum berlangsung. 

3. Layanan Medis dan Psikologis: UU PKDRT mengakui pentingnya dukungan medis 

dan psikologis bagi korban. Korban berhak mendapatkan perawatan medis untuk 

cedera fisik dan layanan konseling untuk pemulihan emosional. Hal ini penting untuk 

membantu korban pulih dari dampak kekerasan yang mereka alami. 

4. Bantuan Hukum: Undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk 

mendapatkan bantuan hukum. Korban dapat mengakses layanan hukum tanpa biaya 

atau dengan biaya yang disubsidi untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke 

keadilan. 

Tantangan dalam Implementasi 

Meskipun UU PKDRT memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya 

seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan 

sumber daya yang tersedia untuk mendukung perlindungan korban. Fasilitas tempat 

perlindungan dan layanan medis serta psikologis sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan semua korban. Selain itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan pelatihan dan 

kesadaran yang memadai di kalangan aparat penegak hukum. 

Stigma sosial terhadap korban kekerasan juga merupakan tantangan signifikan. Banyak 

korban merasa tertekan untuk melaporkan kekerasan karena takut akan penilaian sosial atau 

dampak terhadap keluarga mereka. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara 

melaporkan kekerasan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. 

Rekomendasi untuk Perbaikan 

Untuk meningkatkan perlindungan bagi istri korban KDRT, beberapa langkah 

perbaikan dapat dilakukan. Pertama, perlu ada peningkatan sumber daya untuk fasilitas 

perlindungan dan layanan pendukung bagi korban. Pemerintah dan lembaga terkait harus 
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memastikan bahwa tempat perlindungan, layanan medis, dan konseling tersedia secara 

memadai. 

Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk memastikan 

bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan UU PKDRT secara efektif. Kesadaran 

tentang pentingnya penanganan kasus KDRT dengan sensitif dan profesional perlu ditekankan. 

Ketiga, upaya perlu dilakukan untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban. 

Kampanye pendidikan dan kesadaran publik dapat membantu masyarakat memahami 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah serius yang memerlukan dukungan dan 

intervensi. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi istri 

korban KDRT. Dengan menyediakan mekanisme perlindungan seperti perintah perlindungan, 

tempat perlindungan, layanan medis, dan bantuan hukum, undang-undang ini bertujuan untuk 

melindungi korban dari kekerasan dan membantu mereka pulih dari dampak kekerasan. 

Namun, tantangan dalam implementasi dan stigma sosial yang ada memerlukan perhatian 

khusus. Dengan meningkatkan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran masyarakat, 

perlindungan bagi korban KDRT dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa istri dan 

anggota keluarga lainnya mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan berhak 

terima. 

Pasal 354 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain 

diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan 

tahun.” Ini berarti bahwa jika seseorang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang 

lain, termasuk dalam kasus kekerasan fisik terhadap istri, mereka dapat dikenakan hukuman 

penjara paling lama delapan tahun. Pasal ini mengatur tindak pidana penganiayaan berat yang 

dilakukan dengan sengaja, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk menyakiti 

korban secara serius. Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya 

menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Pasal ini mengatur tentang tindak 

pidana yang dilakukan dengan kealpaan, di mana seseorang menyebabkan luka berat pada 

orang lain tidak dengan sengaja, tetapi akibat kelalaian mereka. Hukuman yang dijatuhkan 
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untuk kealpaan ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 

satu tahun. 

Maksud dari penjelasan ini adalah: 

1. Tindak Pidana dengan Sengaja dan Kealpaan: Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memiliki niat untuk 

menyebabkan luka berat. Di sisi lain, Pasal 360 KUHP mengatur tindak pidana yang 

terjadi karena kealpaan, yaitu kelalaian yang menyebabkan luka berat pada orang lain. 

Kedua pasal ini menggambarkan dua kategori berbeda dalam hukum pidana: perbuatan 

yang dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. 

2. Kekerasan Fisik terhadap Istri: Kekerasan fisik terhadap istri oleh suami dapat 

dikenakan pasal-pasal ini tergantung pada apakah tindak pidana dilakukan dengan 

sengaja atau akibat kelalaian. Jika suami dengan sengaja melukai istri, maka pasal yang 

relevan adalah Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Jika kekerasan fisik 

terhadap istri disebabkan oleh kelalaian suami, maka Pasal 360 KUHP mengenai 

kealpaan dapat diterapkan. 

3. Bukan Delik Penyertaan: Penjelasan ini juga menegaskan bahwa kekerasan fisik 

terhadap istri bukanlah delik penyertaan. Delik penyertaan merujuk pada tindakan di 

mana seseorang terlibat sebagai pembantu atau penyerta dalam perbuatan pidana orang 

lain. Dalam hal kekerasan fisik terhadap istri, suami tidak berperan sebagai pembantu 

atau penyerta tetapi sebagai pelaku utama dari tindak kekerasan tersebut. Dengan kata 

lain, kekerasan ini merupakan tindakan langsung dari pelaku (suami) terhadap korban 

(istri), bukan sebagai bagian dari tindak pidana orang lain. 

Secara keseluruhan, penjelasan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap istri 

oleh suami dapat diatur di bawah ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, baik sebagai tindak 

pidana yang dilakukan dengan sengaja (Pasal 354) atau akibat kealpaan (Pasal 360). Penegakan 

hukum terhadap tindakan kekerasan ini tidak tergantung pada peran suami sebagai penyerta 

dalam delik lain, melainkan sebagai pelaku utama dari kekerasan fisik tersebut.9 

Pasal 351 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. 

Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka ringan 

                                                            
9 Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di Indonesia, IPMHI Law Journal Vol 2 No 2 Jan-June 2022. 10 Hal 35 
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atau kesakitan pada orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal ini mencakup 

tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik yang tidak terlalu serius. Pasal 352 KUHP: Pasal 

ini memperjelas tentang penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat 

pelaku dan korban memiliki hubungan yang lebih dekat. Biasanya, pasal ini tidak berdiri 

sendiri tetapi melengkapi pasal 351 dengan pertimbangan khusus mengenai keadaan atau 

hubungan pelaku dan korban Pasal-pasal 351 hingga 355 KUHP mendefinisikan penganiayaan 

sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Tindak 

pidana ini dibedakan berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) dirumuskan dengan berbagai tujuan utama untuk mengatasi dan 

mengurangi kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Tujuan dari dibentuknya undang-

undang ini meliputi: 

1. Melindungi Korban Kekerasan: Tujuan utama dari UU PKDRT adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, 

khususnya wanita dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban dalam situasi 

kekerasan domestik. Undang-undang ini memberikan mekanisme perlindungan yang 

jelas untuk melindungi korban dari kekerasan dan memastikan bahwa mereka 

mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. 

2. Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU PKDRT bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai upaya, termasuk 

penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang kekerasan 

domestik. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai 

dampak kekerasan, diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan di lingkungan 

rumah tangga. 

3. Memberikan Akses Keadilan: Undang-undang ini memastikan bahwa korban 

kekerasan dalam rumah tangga memiliki akses ke jalur hukum dan keadilan. Ini 

termasuk hak untuk melaporkan kekerasan, mendapatkan perintah perlindungan, dan 

akses ke bantuan hukum. Dengan demikian, UU PKDRT berfungsi untuk menjamin 

bahwa korban dapat menuntut hak-haknya dan mendapatkan keadilan yang pantas. 

4. Menetapkan Sanksi dan Hukuman bagi Pelaku: UU PKDRT menetapkan sanksi dan 

hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan efek jera dan 
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mengurangi tingkat kekerasan. Dengan menetapkan hukuman yang tegas, undang-

undang ini bertujuan untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan melindungi korban 

dari kekerasan lebih lanjut. 

5. Meningkatkan Dukungan dan Layanan untuk Korban: UU PKDRT mengatur berbagai 

bentuk dukungan dan layanan bagi korban, termasuk tempat perlindungan, layanan 

medis, dan konseling psikologis. Dengan menyediakan berbagai layanan ini, undang-

undang ini berupaya untuk membantu korban pulih dari dampak kekerasan dan 

memperbaiki kualitas hidup mereka. 

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Terkait: Undang-undang ini juga 

bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga terkait dalam 

menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melalui kerjasama antara 

pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat tercapai 

upaya yang lebih efektif dalam mengatasi kekerasan domestik. 

7. Menegakkan Hak Asasi Manusia: UU PKDRT berkontribusi pada penegakan hak asasi 

manusia dengan memastikan bahwa hak-hak individu, khususnya hak untuk hidup 

bebas dari kekerasan, dihormati dan dilindungi. Undang-undang ini mencerminkan 

komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dalam rumah tangga. 

Secara keseluruhan, tujuan dari pembentukan UU PKDRT adalah untuk menciptakan 

lingkungan rumah tangga yang aman dan bebas dari kekerasan, memberikan perlindungan dan 

dukungan bagi korban, serta memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

 Perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori utama: preventif dan represif. 

Perlindungan hukum secara preventif berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan sebelum terjadi. Ini mencakup pendidikan 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta penerapan peraturan dan kebijakan yang 

bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran. Misalnya, kampanye kesadaran tentang 

kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan dengan 

memberikan informasi tentang dampaknya dan langkah-langkah pencegahan. Di sisi lain, 

perlindungan hukum secara represif berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran 

terjadi. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran 

untuk memastikan keadilan dan mengatasi dampak dari tindakan tersebut. Proses ini termasuk 

tindakan hukum oleh kepolisian, proses pengadilan untuk menentukan hukuman, serta 
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pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban untuk mengatasi kerugian yang mereka 

alami. Kedua pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi 

secara menyeluruh dan pelanggaran hukum dapat ditangani secara efektif.10 

Penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi istri yang menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif. Upaya preventif ini bertujuan untuk 

mencegah kekerasan terjadi dan melindungi korban sebelum masalah semakin parah. Berikut 

adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan secara preventif: 

1. Edukasi dan Penyuluhan: Mengedukasi masyarakat, termasuk istri dan suami, tentang 

hak-hak mereka dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye kesadaran 

ini bisa meliputi seminar, workshop, dan materi informasi yang menjelaskan tentang 

kekerasan domestik, bagaimana mengidentifikasinya, serta langkah-langkah 

pencegahan. 

2. Pendidikan Keluarga dan Relasional: Menyediakan program pendidikan yang fokus 

pada keterampilan hubungan interpersonal yang sehat, komunikasi, dan resolusi 

konflik. Program ini dapat membantu pasangan dalam memahami dan mengatasi 

konflik tanpa kekerasan. 

3. Penerapan Undang-Undang dan Kebijakan: Menerapkan undang-undang yang 

mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ketat. Menyusun kebijakan 

yang mendukung perlindungan bagi korban, seperti peraturan tentang kewajiban 

melaporkan kekerasan dan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. 

4. Pelayanan Konseling dan Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling dan 

dukungan psikologis bagi individu yang berisiko mengalami kekerasan atau bagi 

mereka yang telah mengalami kekerasan. Ini bisa termasuk layanan konseling bagi 

pasangan untuk memperbaiki hubungan serta dukungan emosional dan psikologis 

untuk korban. 

5. Program Intervensi Dini: Menerapkan program intervensi dini untuk mendeteksi dan 

menangani tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa melibatkan 

deteksi melalui layanan kesehatan, sekolah, atau layanan sosial yang berfungsi sebagai 

titik awal untuk memberikan bantuan sebelum kekerasan menjadi lebih parah. 

                                                            
10 Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan 

Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif, Jurnal 

Analisis Hukum (JAH), Vol 3 No 2 September 2020. 
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6. Fasilitas Perlindungan dan Tempat Aman: Menyediakan fasilitas perlindungan dan 

tempat aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk rumah 

perlindungan atau safe house di mana korban dapat tinggal sementara untuk melindungi 

diri dari kekerasan. 

7. Sosialisasi Hak Hukum: Memberikan informasi tentang hak-hak hukum korban 

kekerasan domestik, termasuk cara mengakses perintah perlindungan dan mekanisme 

hukum lainnya. Ini dapat membantu korban mengetahui langkah-langkah yang bisa 

diambil untuk melindungi diri mereka secara hukum. 

8. Pelatihan untuk Penegak Hukum dan Profesional: Melatih polisi, jaksa, dan profesional 

kesehatan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan 

memberikan respons yang sesuai. Ini memastikan bahwa mereka siap untuk menangani 

kasus kekerasan dengan sensitivitas dan keahlian yang diperlukan. 

Melalui upaya-upaya preventif ini, diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan 

dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan awal bagi istri dan anggota keluarga 

lainnya yang mungkin menjadi korban. 

Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) 

Kekerasan terhadap istri atau perempuan yang menyebabkan dan mempertahankan 

subordinasi menggambarkan bagaimana kekerasan domestik tidak hanya merugikan korban 

secara individu, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat dan mempertahankan struktur 

kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat. Kekerasan ini merupakan bagian dari pola yang 

lebih besar yang mendukung ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali 

ditempatkan dalam posisi yang kurang berdaya dan kurang memiliki kontrol atas hidup mereka. 

Dengan demikian, mengatasi kekerasan terhadap perempuan memerlukan perubahan dalam 

struktur sosial dan budaya yang lebih luas, serta penegakan hukum dan kebijakan yang efektif 

untuk melindungi dan memberdayakan korban. Kekerasan yang paling umum terjadi adalah 

kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks kekerasan terhadap istri. Kekerasan 

ini mencakup berbagai bentuk seperti fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, dan seringkali 

digunakan untuk mengontrol dan mendominasi perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan 

berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, memperkuat ketidaksetaraan 

gender yang sudah ada. Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individu 

tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung subordinasi perempuan. Dengan kata 
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lain, kekerasan ini berfungsi untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan mengurangi 

kekuatan serta kemandirian perempuan dalam hubungan dan masyarakat secara umum. 

Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering 

kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas penanganan dan 

perlindungan yang diberikan. Berikut adalah beberapa kendala umum dalam perlindungan 

hukum bagi istri korban KDRT: 

1. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan: 

o Banyak korban kekerasan tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau 

prosedur hukum yang tersedia untuk melindungi diri mereka. Kurangnya 

informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme 

hukum yang ada dapat menghalangi mereka untuk mengambil tindakan. 

2. Stigma Sosial dan Tekanan Budaya: 

o Stigma sosial dan tekanan budaya sering membuat korban merasa tertekan 

untuk tetap diam dan tidak melaporkan kekerasan. Ada anggapan bahwa 

masalah rumah tangga harus diselesaikan di dalam keluarga, dan korban 

mungkin takut akan penilaian masyarakat atau dampak pada reputasi keluarga. 

3. Keterbatasan Akses ke Layanan Hukum dan Dukungan: 

o Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum, 

konseling, dan perlindungan, terutama jika mereka tinggal di daerah terpencil 

atau memiliki keterbatasan finansial. Keterbatasan dalam akses ke layanan ini 

dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan yang 

diperlukan. 

4. Proses Hukum yang Rumit dan Memakan Waktu: 

o Proses hukum yang kompleks dan sering memakan waktu dapat membuat 

korban merasa frustasi dan tidak berdaya. Penanganan kasus yang lambat atau 

prosedur hukum yang rumit dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum 

dan memperburuk kondisi korban. 

5. Kurangnya Koordinasi antara Lembaga: 

o Koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, 

dan organisasi non-pemerintah dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam 

penanganan kasus KDRT. Hal ini dapat mengakibatkan layanan yang tidak 

terintegrasi dan kurangnya dukungan yang komprehensif bagi korban. 
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6. Kendala dalam Penegakan Hukum: 

o Penegakan hukum yang tidak konsisten atau kurangnya keterampilan dan 

pelatihan di kalangan penegak hukum dapat menghambat penanganan kasus 

KDRT. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga dan 

cara menangani kasus-kasus ini dapat mempengaruhi hasil hukum dan 

perlindungan yang diberikan. 

7. Risiko Balik dan Intimidasi dari Pelaku: 

o Korban sering menghadapi risiko intimidasi atau kekerasan lebih lanjut dari 

pelaku, terutama jika pelaku mengetahui bahwa korban sedang mencari bantuan 

hukum. Ini dapat membuat korban enggan untuk melaporkan kekerasan atau 

melanjutkan proses hukum. 

8. Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan: 

o Banyak lembaga yang menangani kasus KDRT mungkin mengalami 

kekurangan sumber daya, baik dalam hal dana, staf, maupun fasilitas. 

Kekurangan sumber daya ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk 

memberikan bantuan yang memadai dan cepat kepada korban. 

9. Birokrasi dan Kesulitan Administratif: 

o Prosedur administratif yang rumit dan birokrasi dapat menyulitkan korban 

dalam mengakses bantuan dan perlindungan hukum. Hal ini dapat mencakup 

masalah dengan pengajuan dokumen, permohonan perintah perlindungan, atau 

mendapatkan layanan yang diperlukan. 

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga 

penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem 

perlindungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia 

untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. UU ini mengatur 

tentang berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam 

mencegah, menangani, dan memulihkan korban serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

Berikut penjelasan mengenai upaya pencegahan dan penanganan yang diatur dalam UU 

tersebut: 
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1. Upaya Pencegahan: 

o Pendidikan dan Penyuluhan: UU PKDRT mendorong upaya edukasi kepada 

masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk bahaya, tanda-

tanda, dan cara pencegahan. Ini melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan, dan 

seminar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak korban 

dan cara mencegah kekerasan. 

o Penguatan Kebijakan dan Peraturan: Pemerintah diharapkan untuk menerapkan 

dan memperkuat kebijakan serta peraturan yang dapat mengurangi risiko 

kekerasan, termasuk melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam upaya 

pencegahan. 

2. Penanganan Represif: 

o Penegakan Hukum: UU PKDRT memberikan wewenang kepada aparat 

penegak hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku 

kekerasan. Ini termasuk penetapan tindakan hukum seperti perintah 

perlindungan atau pengadilan untuk menangani kasus-kasus kekerasan. 

o Perlindungan Korban: UU ini mengatur perlindungan hukum bagi korban, 

seperti pengaturan mengenai perintah perlindungan untuk menjaga keselamatan 

korban dari pelaku kekerasan, serta tindakan-tindakan yang dapat dilakukan 

untuk melindungi korban selama proses hukum. 

3. Penanganan Kuratif: 

o Layanan Kesehatan dan Psikologis: UU PKDRT mendorong penyediaan 

layanan kesehatan dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan untuk 

membantu mereka pulih dari trauma fisik dan emosional yang diakibatkan oleh 

kekerasan. 

o Penyediaan Tempat Aman: UU ini juga mencakup penyediaan tempat-tempat 

aman atau rumah perlindungan bagi korban, di mana mereka bisa tinggal 

sementara untuk menghindari pelaku kekerasan dan mendapatkan perlindungan 

serta dukungan. 

4. Rehabilitasi: 

o Program Rehabilitasi untuk Pelaku: UU PKDRT mengatur tentang rehabilitasi 

bagi pelaku kekerasan, termasuk program konseling dan pembinaan untuk 

mengubah perilaku mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya kekerasan di masa depan dan mengembalikan pelaku sebagai anggota 

masyarakat yang produktif. 
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o Pemulihan Korban: Proses rehabilitasi juga melibatkan upaya untuk 

memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban, termasuk memberikan 

dukungan untuk mengembalikan mereka ke kehidupan normal dan mandiri 

setelah mengalami kekerasan.11 

UU PKDRT mengarahkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk 

bekerja sama dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan 

yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup pencegahan, penanganan secara hukum, 

pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman 

dan adil bagi semua pihak. 

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pelaku atau korban kekerasan dalam rumah 

tangga dapat mencakup individu yang memiliki hubungan tertentu dengan pelaku atau korban. 

Ini termasuk orang-orang yang memiliki hubungan darah, seperti orang tua, saudara kandung, 

dan anak-anak; orang-orang dalam hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri; individu yang 

memiliki hubungan persusuan, seperti ibu dan anak yang disusui; orang-orang dalam hubungan 

pengasuhan, seperti pengasuh anak; individu yang berada dalam hubungan perwalian, yaitu 

wali yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak atau individu lain; serta pembantu rumah 

tangga yang tinggal bersama majikan mereka. Semua individu ini diakui dalam UU PKDRT 

sebagai pihak yang dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan, dan undang-undang ini 

bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga.12 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) dirancang untuk melindungi perempuan, yang sering kali 

menjadi pihak yang paling rentan dalam konteks kekerasan rumah tangga. UU ini memberikan 

perlindungan hukum bagi perempuan dengan menetapkan hak-hak mereka dan langkah-

langkah untuk melindungi mereka dari pelaku kekerasan. Undang-undang ini mengedepankan 

upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang kekerasan dan hak-hak korban. 

Selama proses hukum, perempuan yang menjadi korban dapat mengakses perintah 

perlindungan untuk menjauhkan pelaku dari mereka. Selain itu, UU ini menyediakan dukungan 

                                                            
11 Kasmanto Rinaldi, Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus 

Kejahatan di Provinsi Riau), (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal 172. 
12 I Nyoman Alit Putrawan, KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu, (Badung: 

Nilacakra, 2023), Hal 107. 
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bagi korban dalam bentuk layanan kesehatan dan konseling untuk pemulihan fisik dan 

emosional. Rehabilitasi pelaku juga diatur untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah 

kekerasan di masa depan. Dengan memastikan akses ke keadilan dan berbagai bentuk 

perlindungan, UU PKDRT bertujuan untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap 

kekerasan dan mendukung pemulihan mereka. Secara keseluruhan, UU PKDRT dirancang 

untuk melindungi perempuan karena mereka adalah kelompok yang paling sering mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang ini berupaya memberikan perlindungan, 

dukungan, dan akses ke keadilan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Komnas 

Perempuan melaporkan bahwa sering kali aparat penegak hukum melakukan mediasi antara 

pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengatasi akar masalah kekerasan 

tersebut atau memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini membuat proses hukum tidak efektif 

dalam mencegah terulangnya kekerasan. Selain itu, hak korban untuk mendapatkan informasi 

lengkap mengenai proses hukum dan konsekuensi hukumnya sering diabaikan, sehingga 

korban merasa tertekan dan terpaksa mencabut laporan mereka atau meminta penghentian 

proses hukum. 

Di Indonesia, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dianggap memiliki peran 

penting dalam menangani masalah keluarga dan pernikahan. Namun, kenyataannya, kedua 

lembaga ini belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

perempuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi yang ada dalam 

UU PKDRT yang terbatas pada hukuman pidana penjara sering kali tidak cukup memadai 

untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sehingga menciptakan 

kebingungan dan ketidakpastian bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. 

Penarikan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh korban sering kali 

menjadi masalah yang dikeluhkan oleh polisi, karena ini mengindikasikan bahwa proses 

hukum tidak selalu efektif. Banyak korban mencabut laporan mereka karena merasa tertekan 

atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan 

pembentukan pengadilan khusus yang fokus pada masalah perkawinan dan keluarga. 

Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam 

menangani kasus KDRT dan masalah keluarga lainnya. Pentingnya akses keadilan bagi 

perempuan dalam konteks pernikahan dan keluarga mendorong perlunya pengadilan khusus 

yang dapat menangani semua aspek kasus tersebut dalam satu tempat. Komnas Wanita telah 

membahas usulan konsep ini dengan Mahkamah Agung, menjelaskan latar belakang dan 
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kebutuhan untuk pengadilan khusus. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah KDRT 

yang sering kali tersembunyi dan tidak terpecahkan dengan baik dalam sistem hukum yang 

ada. Dengan adanya pengadilan khusus, diharapkan kasus-kasus terkait kekerasan dan masalah 

keluarga dapat ditangani dengan lebih baik dan efektif. 

Komnas Perempuan mencatat bahwa sebagian besar istri yang mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) lebih memilih menyelesaikan masalah melalui perceraian di 

Pengadilan Agama, hampir mencapai 95%, dibandingkan dengan lembaga lain. Namun, data 

dari Pengadilan Agama hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi, sementara lembaga 

layanan lain mencatat pengaduan kekerasan fisik dan seksual.13 Pengadilan khusus diusulkan 

sebagai solusi untuk menangani masalah ini dengan lebih menyeluruh. Pengadilan ini 

diharapkan tidak hanya menangani kasus perceraian, tetapi juga memberikan pemulihan bagi 

korban dan mediasi untuk penyelesaian kasus dengan prinsip perlindungan dan non-

diskriminasi. Pengadilan khusus akan memungkinkan penanganan yang lebih terintegrasi dan 

komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk fisik dan 

seksual, yang sering kali tidak tercatat atau diabaikan dalam sistem hukum saat ini. Komnas 

Perempuan juga mengidentifikasi empat alternatif cara untuk mewujudkan Pengadilan Khusus 

di Indonesia, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Penyempurnaan konsep 

alternatif ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengadilan khusus dapat memenuhi 

kebutuhan yang beragam dan efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan adanya pengadilan khusus, diharapkan akan ada sistem yang lebih baik dalam 

memberikan keadilan, perlindungan, dan dukungan bagi korban kekerasan. 

KESIMPULAN 

Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga melibatkan tindakan pencegahan dan penindakan yang sangat penting. 

Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan memperkuat jaringan sosial, memahami nilai-

nilai budaya lokal, menerapkan ajaran agama, serta memperkuat moral dan dasar kepercayaan 

keluarga. Sementara itu, tindakan represif untuk menangani kekerasan melibatkan pemberian 

perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan keputusan pengadilan. Perlindungan 

                                                            
13 Muhammad Ishar Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, (Sleman: Deepublish, 2017), 

Hal 7. 
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sementara diberikan oleh pihak kepolisian atau lembaga sosial sebelum adanya perintah 

perlindungan dari pengadilan, sedangkan perlindungan berdasarkan keputusan pengadilan 

mencakup perintah perlindungan resmi untuk korban dan keluarga. 

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. 

Aparat penegak hukum seringkali belum mampu memberikan perlindungan dan pendampingan 

yang optimal bagi korban, dan akses bantuan hukum bagi korban masih sulit. Selain itu, unit 

penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sering kali tidak dilengkapi dengan 

infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus secara efektif. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat implementasi undang-undang, memperbaiki 

akses dan kualitas bantuan hukum, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk 

memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri korban KDRT. 
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